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ABSTRAK

Densus 88 masih bertindak seenaknya dan bahkan dengan gampangnya
mencabut hak hidup mereka para terduga teroris, padahal di dalam KUHAP telah
dimuat perlindungan terhadap manusia itu sendiri, seperti hak hidup. Lantas
bagaimana pelaksanaan tindakan tembak mati tersebut dilihat dari prinsip due process
of law yang mendasari konsep KUHAP tersebut. Belum lagi negara terlihat lepas
langan menanggapi kasus-kasus seperti ini.

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab
permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimana proses penetapan seseorang
dinyatakan sebagai terduga teroris serta bagaimanakah bentuk tanggung jawab negara
terhadap terduga teroris yang ditembak mati oleh Densus 88.

Proses penetapan sescorang dinyatakan sebagai terduga teroris yakni orang
yang diduga telah melakukan atau mencoba melakukan, atau ikut serta dan/atau
memudahkan suatu tindak pidana terorisme adalah berdasarkan pada bukti permulaan
yang cukup, yakni diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah baik
laporan intelijen dalam hal ini yang telah dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua
dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri serta bersifat faktual dan diajukan secara
kelembagaan atau alat bukti seperti yang dimaksud oleh Pasal 27 Undang-undang
terorisme.

Bentuk tanggung jawab negara terhadap terduga teroris yang ditembak mati
oleh Densus 88 yakni adanya hak bagi terduga teroris untuk menuntut ganti rugi dan/
rehabilitasi. Jika dalam proses penangkapan yang dilakukan tanpa alasan berdasarkan
undang-undang atau salah tangkap atau ada penerapan hukum yang salah hingga
menyebabkan terduga teroris meninggal dunia maka besarnya ganti kerugian paling
sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
600 000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan ini diajukan lewat praperadilan. Untuk
rehabilitasi terduga teroris atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang
berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang
diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan diputus oleh hakim
praperadilan.

Kata Kunci - Tanggung Jawab, Negara, Tembak Mati, Terorisme.
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BAB IV

PENUTUP

Kesimpu lan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpul
simpulan

gntara lain sebagal berikut :

|. Proses penetapan scscorang dinyatakan sebagai terduga teroris yakni orang
yang diduga telah melakukan atau mencoba melakukan, atau iku serta
dan/atau memudahkan suatu tindak pidana terorisme adalah berdasarkan
pada bukti permulaan yang cukup, yakni diperlukan sekurang-kurangnya 2
(dua) alat bukti yang sah baik laporan intelijen dalam hal ini yang telah
dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan
Negeri serta bersifat faktual dan diajukan secara kelembagaan atau alat bukti
seperti yang dimaksud oleh Pasal 27 Undang-undang terorisme.

2. Bentuk tanggung jawab negara terhadap terduga teroris yang ditembak mati
oleh Densus 88 yakni adanya hak bagi terduga teroris untuk menuntut ganti
rugi dan/ rehabilitasi. Jika dalam proses penangkapan yang dilakukan tanpa
alasan berdasarkan undang-undang atau salah tangkap atau ada penerapan
hukum yang salah hingga menyebabkan terduga teroris meninggal dunia
maka besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima .
juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam raws juta rupiah)

ilitasi teroris atas
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